
 

 

Jakarta, 2 Januari 1989  
Nomor  : S-4/KJ1989 
Lampiran :. - 
Perihal  : Pelaksanaan Kerjasama BPKP 

dan Kejaksaan Agung.  
 
Kepada Yth. ;  
Bapak Jaksa Agung RI 
di  

Jakarta  
 
 Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: R-046M-6/4/1988 tanggal20 April 1988 dan 
Instruksi Kepala BPKP Nomor : Ins-416a/K/1988 tanggal 20 April 1988 sampai akhir 
tahun 1988 sudah berusia 8 bulan. Tetapi dari hasil pemantauan kami, kerjasama antara 
instansi BPKP dan Kejaksaan Agung di tingkat Daerah dirasakan belum berjalan seperti 
yang kita harapkan.  
Berdasarkan laporan Kepala-Kepala Perwakilan BPKP Daerah, tampaknya tentang 
pelaksanaan instruksi tersebut di antara Kepala Kepala Kejaksaan Tinggi di Daerah 
belum mempunyai persepsi yang sama, sehingga kegiatan penyelidikan dan penyidikan 
yang berdasarkan instruksi Bapak dan instruksi kami harus dilaksanakan oleh Jaksa 
dengan bantuan/dukungan dari BPKP masih dianggap upaya yang bersifat alternatif, 
artinya kalau pihak Jaksa menganggap belum perlu dibantu/didukung, maka bantuan dari 
BPKP tidak pernah diminta. Akibatnya di dalam penanganan kasus yang diserahkan oleh 
Kantor Perwakilan BPKP kepada Kejaksaan Tinggi setempat sering kembali terperosok 
ke dalam masalah hambatan yang lama, yaitu timbulnya kesenjangan waktu antara 
pemeriksaan oleh BPKP dan saat penyidikan oleh pihak Kejaksaan.  
Penyelesaian kasus tersebut dipersulit lagi karena para Jaksa biasanya kurang memahami 
peraturan-peraturan di bidang administrasi keuangan yang biasanya menjadi sumber 
perbedaan pendapat antara para Jaksa dan para pemeriksa BPKP di dalam menafsirkan 
apakah pelanggaran atas peraturan-peraturan itu dapat dipandang sebagai unsur 
"melawan hukum" menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 atau tidak. Dengan 
perkataan lain antara para Jaksa dan pemeriksa BPKP masih terdapat kesenjangan 
pengetahuan di bidang disiplin ilmu yang melandasi tugas masing-masing.  
Sebenarnya dari pihak kami secara teratur dan berangsur-angsur telah kami coba unttJk 
menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengadakan pendidikon penyidikon dan 
hukum untuk para pemeriksa BPKP yang pelaksanaannya dibantu sepenuhnya oleh 
Pusdiklat Kejaksaan Agung. Sampai hari ini pendidikan itu sudah mencapai 18 angkatan 
dan tenaga kami yang terdidik sudah mencapai : 480 orang dan penempatannya tersebar 
di seluruh Kantor Perwakilan BPKP di Daerah.  
 Di dalam menghadapi Pelita V yang sudah diambang pintu, 'kami berpendapat 
bahwa kerjasama yang telah kita rintis tersebut harus sudah menemukan bentuknya 
secara mantap, sehingga segala upaya pemberantasan korupsi yang sudah menjadi tekad 
pemerintah akan benar-benar dapat tercapai sesuai harapan.  
 Untuk segera memantapkan kerjasama tersebut, sekiranya Bapak dapat 
menyetujuinya kami menyarankan agar Kejaksaan Agung dan BPKP segera merumuskan 
instruksi tersebut lebih detail dan mengkomunikasikannya kepada seluruh jajaran sebagai 
kerangka acuan yang tujuannya untuk segera menyamakan persepsi antara para pejabat 
Kejaksaan Agung dan BPKP serta di antara pejabat Kejaksaan Agung dan BPKP secara 
sendiri-sendiri.  
 Demikian pendapat dan saran kami, atau kami mohonkan pendapat Bapak tentang 
langkah yang sebaliknya perlu diambil.  
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